
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 26, 2020  INFRASTRUKTUR.  Bangunan dan Instalasi di Laut. 

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6459) 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 202018 

TENTANG 

BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 

dan dalam rangka pengawasan terhadap aktivitas 

pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut yang sudah 

tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan 

Instalasi di Laut; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5603); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANGUNAN DAN 

INSTALASI DI LAUT. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang 

menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk- 

bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan 

geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, 

dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. 

2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan 

kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya 

negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan hukum internasional.  

3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah 

Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, 

Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara 

memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu 

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan dan hukum internasional. 

4. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap 

konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di 

bawah permukaan Laut baik yang menempel pada 

daratan maupun yang tidak menempel pada daratan 

serta didirikan di Wilayah Perairan dan Wilayah 

Yurisdiksi. 

5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 

muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh 

kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 

dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 
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pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan 

antarmoda transportasi. 

6. Pipa Bawah Laut adalah tabung berongga dengan 

diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau 

tertanam di bagian bawah Laut.  

7. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah 

dengan muka air pasang tertinggi. 

8. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik 

yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat 

diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan 

kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka 

panjang. 

9. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk 

memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir 

yang mencakup permukaan Laut dan kolom air 

sampai dengan permukaan dasar Laut pada batas 

keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan 

sebagian pulau-pulau kecil. 

11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada 

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak 

lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan 

lingkungan hidup/ upaya pemanfaatan lingkungan 

hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

12. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang 

yang secara turun-temurun bermukim di wilayah 

geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul 

leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, 

sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan 

adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

13. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang 

menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan 

kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang 

berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung 

pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 

tertentu. 

14. Pemrakarsa adalah setiap orang, instansi pemerintah, 

badan usaha atau bentuk usaha tetap yang 

bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan. 

 

BAB II 

KRITERIA BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT 

 

Pasal 2 

(1) Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi: 

a. wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi; 

b. berada di atas dan/atau di bawah permukaan 

Laut secara menetap;  

c. menempel atau tidak menempel pada daratan; 

dan 

d. memiliki fungsi tertentu. 

(2) Kriteria wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa 

struktur keras atau struktur lunak. 

(3) Kriteria berada di atas dan/atau di bawah permukaan 

Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b berupa: 

a. mengapung di permukaan Laut 

b. berada di kolom air; dan/atau 

c. berada di dasar Laut.  

(4) Kriteria menempel atau tidak menempel pada daratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:  
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a. bangunan yang menempel pada Pantai; dan/atau 

b. bangunan yang tidak menempel pada Pantai 

tetapi menempel pada  dasar Laut atau dasar 

Laut dan tanah di bawahnya. 

(5) Kriteria memiliki fungsi tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: 

a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya; 

b. perikanan; 

c. pergaraman; 

d. wisata bahari; 

e. pelayaran; 

f. perhubungan darat;  

g. telekomunikasi; 

h. pengamanan Pantai; 

i. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;  

j. kegiatan usaha pertambangan mineral dan 

batubara;  

k. instalasi ketenagalistrikan;  

l. pengumpulan data dan penelitian; 

m. pertahanan dan keamanan;   

n. penyediaan sumber daya air; dan 

o. pemanfaatan air Laut selain energi. 

 

Pasal 3 

(1) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi 

hunian, keagamaan, sosial, dan budaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berupa: 

a. bangunan hunian; 

b. bangunan keagamaan; dan 

c. bangunan sosial dan budaya. 

(2) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi 

perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(5) huruf b berupa: 

a. pelabuhan perikanan; 

b. alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan 

ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang 

bersifat statis dan pasif; 
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